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ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016, yang menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh 

sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 

persyaratan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. 

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 

Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi 

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara 

Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan dalam melaksanakan tugasnya, PPK 

dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil 

yang memenuhi persyaratan dan 2 (dua) orang staf dan ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati/Walikota. 

Bahwa Bupati Pangandaran telah menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia 

Pemilihan Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Pangandaran Nomor 

270/Kpts.70-Huk/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemilihan 

Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020, yang selanjutnya ditetapkan kembali dengan Keputusan 

KPU Kabupaten Pangandaran. 



 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini Adalah : 

 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan KabupateN 

Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5656) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan 

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

818) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi 



Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Pangandaran Nomor :  236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis 

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 243/PL.01.5-Kpt/KPU-

Kab/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Pangandaran Nomor 01/PP.04.2-Kpt/3218/KPU-Kab/I/2020 tentang 

Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; Keputusan Bupati 

Pangandaran Nomor 270/Kpts.70-Huk/2020 tentang Pembentukan Sekretariat 

Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020. 

   

Dalam Keputusan KPU nomor 12/PP.04.2 Kpt/3218/Kab/III/2020 Tahun 2020  

diatur tentang : 

 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang penetapan 

sekretaris dan staf sekretariat panitia pemilihan kecamatan se Kabupaten 



Pangandaran dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati 

pangandaran tahun 2020, sebagai berikut : 1. Menetapkan Sekretaris dan Staf 

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pangandaran dalam 

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; 2. 

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten 

Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Pangandaran Tahun 2020; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas 

Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 

dimaksud, dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020; 4. Masa kerja Sekretaris dan Staf 

Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan selama 9 (Sembilan) bulan. 

 

Catatan :  - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 November 2020. 


